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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana money politic dalam pemilu 

Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota Payakumbuh oleh Bawaslu beserta 

jajarannya, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra 

Gakkumdu, serta Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan telah berjalan 

dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus Terdakwa bersalah dikonstruksikan 

dengan menghubungkan fakta-fakta persidangan, telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 274 juncto Pasal 84 ayat (1) huruf j juncto Pasal 87 huruf d 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, dimana perbuatannya sebagai 

pelaksana kampanye yang memberikan “materi lainnya” telah memenuhi 

unsur ketentuan pidana pemilu tersebut.  

3. Terungkapnya kasus pelanggaran pidana money politic dalam Pemilu Anggota 

DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh bukan karena 

bagusnya budaya hukum (legal culture) masyarakat, melainkan karena 

dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan hukum dari pihak Pelapor 

terhadap pelanggaran ketentuan pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa 

yang dapat merugikan dari pihak Pelapor sebagai salah satu calon anggota 
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DPRD Kota Payakumbuh pada daerah pemilihan yang sama.  Namun 

demikian struktur hukum (legal structure) sebagai sub-sistem dari keseluruhan 

sistem pidana pemilu dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Kota 

Payakumbuh telah menjalankan fungsinya dengan baik sehingga telah 

menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran ketentuan pidana pemilu sampai 

ke pengadilan. 

  

B. Saran  

1. Perlu peningkatan sinerjitas Bawaslu beserta jajarannya, Kepolisian, dan 

Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam melakukan kajian 

indikasi adanya pelanggaran pidana pemilu, sehingga fungsi penegakan 

hukum pidana pemilu akan lebih efektif dan efisien.  

2. Pengaturan terhadap efektivitas sistem peradilan pidana pemilu harus 

diperkuat dengan paradigma penegakan hukum yang mengarah kepada aspek 

penegakan kepastian hukum dan tertib hukum masyarakat.  

3. Perlu dibangun kesadaran politik masyarakat yang pada gilirannya akan 

tercipta budaya hukum (legal culture) masyarakat untuk menciptakan Pemilu 

Legislatif , Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersih dari pelanggaran pidana money 

politic sehingga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber 

dan Jurdil) akan dapat diwujudkan. 
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Perwakilan Rakyat Daerah”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 51 

dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836. 

“Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 51 

dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4836. 

“Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan 

Lembaran Negara R.I. Nomor 5246. 

“Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, Lembaran 

Negara R.I. Tahun 1986 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. 

Nomor 3327. 

“Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 59 dan Tambahan 

Lembaran Negara R.I. Nomor 4721. 

“Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman”, 

Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran 

Negara R.I. Nomor 4358. 

“Undang-undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, 

Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran 

Negara R.I. Nomor 5076. 

“Undang-undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, 

Lembaran Negara R.I. Tahun 2009 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran 

Negara R.I. Nomor 5077. 

“Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-undang Hukum 

Acara Pidana”, Lembaran Negara R.I. Tahun 198 Nomor 76 dan 

Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3209. 

“Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum”, Lembaran Negara R.I. Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan 

Lembaran Negara R.I. Nomor 5316. 

Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Surat Nomor 055/A/JA/2008, No.Pol 

B/06/VI/2008 dan Nomor 01/BAWASLU/KB/VI/2008, tanggal 27 Juni 

2008. 

Surat Keputusan Keputusan Jaksa Agung No. 125/2008. 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

Risalah dan Putusan  

Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Asma, tanggal 31 Maret 2009 dan Berita 

Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Yusnina, tanggal 3 April 2009. 
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Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Eliza, tanggal 31 Maret 2009. 

Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Mirwan, S.H., pada Kepolisian Resor Kota 

Payakumbuh, tanggal 31 Maret 2009. 

Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Riswandi Sultan, pada Kepolisian Resor 

Kota Payakumbuh, tanggal 29 Maret 2009. 

Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dprd Kota 

Payakumbuh  Periode 2009 – 2014, tanggal 30 Oktober 2008. 

Berkas Perkara Pidana Reg No.Pol: BP/35/IV/2009/Reskrim, tanggal 05 April 

2009. 

Daftar Barang Bukti, Daftar Saksi-saksi dan Daftar Tersangka Kepolisian Resor 

Kota Paayakumbuh, Tanggal 5 April 2009 dalam Perkara Laporan Polisi 

No.Pol.: LP/A/01/III/2009/ Resta, tanggal 28 Maret 2009. 

Kajian Laporan Nomor: 01/PANWASLU-PU/III-2009, tanggal 27 Maret 2009. 

Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Dakwaan NO.REG. PERKARA PEMILU: 

PDM – 01/PYKBH/0409, tanggal 13 April 2009. 

Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan 

Biasa Nomor: B – 82/N.3.12/Ep.1/04/2009, tanggal 16 April 2009. 

Lampiran Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD 

Kota Payakumbuh Periode 2009 – 2014, tanggal 30 Oktober 2008. 

Laporan Polisi No.Pol.: LP/A/01/III/2009/Resta, tanggal 28 Maret 2009. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Tanggal 2 Desember 

2008. 

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 73/Pid.B/2009/PN.PYK, tanggal 

22 April 2009. 

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG, tanggal 28 

April 2009. 

Risalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PID/2009/PT.PDG. 

Surat Penerimaan Laporan Nomor: 03/Lprn/PWS-PU/III-2009, tanggal 25 Maret 

2009. 

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 

79/PT.PID/2009/PT.PDG, tanggal 27 April 2009. 

 

Laporan dan Modul 

Bawaslu RI, Buku Laporan Panwas 2004.  

--------------, Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009. 

--------------, Laporan Panwaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009. 

--------------, Laporan Sementara Panwaslu Propinsi per 25 Agustus 2009. 


